WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BALIKPAPAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian,
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah,
dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
24 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2018;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008  tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan  Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517); |

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2018.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yvang dimaksud dengan:

1.
2.
3:

4,

5.

Daerah adalah Kota Balikpapan,

Wali Kota adalah Walikota Balikpapan.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kota Balikpapan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vyang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5
(lima) tahun,

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2018 yang
selanjutnya disebut RKPD Tahun 2018 adalah dokumen perencanaan
Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-
Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Balikpapan untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB I
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

RKPD Tahun 2018 dipergunakan sebagai:

.,

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) untuk menyusun Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018; dan

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-Perangkat
Daerah Tahun 2018,



¥

Pasal 3
(1) RKPD Tahun 2018 memuat:
a. rancangan kerangka ekonomi Daerah:;
b. program prioritas pembangunan Daerah; dan °
c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

(2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
BAB I Pendahuluan

BAB I Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 dan Capaian
Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

BAB Il  Rancangan Kerangka Ekonomi Makro Daerah Tahun 2018

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V  Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun
2018
BAB VI Penutup

(3) Rincian lebih lanjut mengenai RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB 111
PELAKSANAAN

Pasal 4
Pelaksanaan RKPD Tahun 2018 dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 5

RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat diubah dalam

hal terjadi:

a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di
tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD:

b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan

c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 16 Juni 2018

WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI



Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 19 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,
ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,

VY

DAUD PRADE
NIP. 19610806 1990031004



